[image: image1]
[image: image4.png]No Usia Jumlah
1 6-12 th 2.694
2 13-15 th 813
3 16-18 th 2.228

Jumlah 5.735
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1 SMA NEGERI 8 J1.Sultan Iskandar Semampir
Surabaya Muda 42

2 SMA NEGERI 10 J1.Jemur sari I/28 ‘Wonocolo
Surabaya

3 SMK NEGERI 4 JLKranggan 81-101 Sawahan
Surabaya

4 SMK NEGERI 8 JL.Kamboja 18 Genteng

Surabaya
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Abstrak 
Terdapat beberapa sekolah yang di kategorikan sebagai sekolah inklusif di kota Surabaya. Teknis penyelenggaraan sekolah inklusif tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Untuk memastikan penyelenggaraan sekolah inklusif ini perlu dilakukan suatu pengawasan oleh Dinas  Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  untuk peningkatan pengawaasan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masih banyak kendala baik secara internal dan eksternal Pengawasan Dinas Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya diantaranya kendala internal yaitu kurangnya Pemahaman pengawas mengenai tugas dan fungsinya sebagai pengawas sekolah inklusif, jumlah tenaga pengawas yang terbatas dan anggaran, kendala eksternal yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan penyelenggara pendidikan inklusif, tidak adanya penegakan sanksi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan megenai program penyelenggaraan pendidikan inklusif  yaitu Supervisi rutin, Melakukan Supervisi klinis dan Melakukan penambahan pengawas dan memaksimalkan fungsi pengawas.
Kata Kunci  : Pendidikan inklusi, pengawasan, Kendala dan Upaya 
Abstract

There are several schools that are categorized as inclusive schools in the city of Surabaya. The technical implementation of inclusive schools must be in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, namely according to the Regulation of the Minister of National Education Number 70 of 2009 concerning inclusive education for students who have disabilities and have the potential for intelligence and/or special talents. To ensure that the implementation of inclusive schools needs to be monitored by the East Java Provincial Education Office. This study aims to find out the obstacles in the supervision of the East Java Provincial Education Office towards the implementation of inclusive education in Surabaya City High Schools and the East Java Provincial Education Office's efforts to increase supervision of inclusive education schools in Surabaya City High Schools. This research uses sociological juridical law research method. The results of the research analysis and discussion show that there are still many obstacles both internally and externally. Supervision of the East Java Provincial Office on the Implementation of Inclusive Education in Surabaya City High Schools including internal constraints, namely the lack of understanding of supervisors regarding their duties and functions as inclusive school supervisors, the limited number of supervisors and budget, external constraints, namely the lack of coordination between the East Java Provincial Education Office and inclusive education providers, the absence of enforcement of sanctions. Efforts made by the East Java Provincial Education Office in increasing supervision regarding the implementation of inclusive education programs are routine supervision, conducting clinical supervision and adding supervisors and maximizing supervisory functions.

Keywords: Inclusive Education, Supervision, Constraints and Efforts
PENDAHULUAN 
   Dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD). Selanjutnya, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas / Convention On The Rights of Persons With Disabilities (selanjutnya disebut UU 19/2011) dan telah mendepositkan instrumen ratifikasi Konvensi ke PBB pada 31 Desember 2011. 
    Melalui adanya UU 19/2011 tersebut, usaha peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas mulai dilihat melalui pendekatan hak. Sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati, agar hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dapat terealisasikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU 8/2016) telah diciptakan untuk menutupi berbagai kekurangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang (selanjutnya disebut UU 4/1997) dan untuk memperkuat Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui UU 19/2011.

    Menurut data survey dari Badan Pusat statistic (BPS) “jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sampai tahun 2016 mencapai 12,7 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas Provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas penyandang disabilitas 45,74 persen tigkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang  disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD ke atas. Dengan jumlah penyandang disabilitas perempuan yaitu 53,37 persen Sedangkan sisanya 46,63 persen” laki-laki ((Republika, 2016).
    Hak atas pendidikan merupakan isu utama dalam penelitian ini, dimana masih banyak penyandang disabilitas yang masih belum bisa mengenyam pendidikan dengan layak ataupun anak penyandang disabilitas yang tidak dapat bermobilitas mandiri dalam melaksanakan pendidikan karena kurangnya fasilitas. Indonesia adalah Negara yang mempuyai cita-cita tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan upaya pencantuman dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD/1945) menyatakan “setiap warga negara berhak atas pendidikan”, dalam hal ini orang yang memiliki kelainan atau penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan. oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi setiap hak setiap warga negaranya tak terkecuali hak penyandang disabiltas.
    Penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD1945 yang menegaskan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan.” Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU 20/2003) juga mempertegas   bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hal tersebut menunjukan bahwa setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas berhak atas pendidikan tidak ada yang dibeda-bedakan semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskrminasi. 
    Hak atas pendidikan bagi semua warga negara sudah diatur dalam UUD 1945, akan tetapi keberadaan Undang-Undang tersebut tidak membatasi seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik untuk mendapatkan haknya. Pasal 1 ayat (1) UU 8/2016 menyatakan bahwa;

 “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

    Hak dan kedudukan warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas tidak ada perbedaan apapun semuanya memegang hak dan kedudukan yang sama. Setiap orang memegang wewenang atas semua hak dan indepensi yang dimuat didalamnya tanpa perbedaan apapun (Darwan Prinst, 2001)Pendidikan merupakan suatu usaha sadar guna mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, kepribadian, pengendalian diri serta keterampilan yang dapat diterima dan diperlukan oleh masyarakat. Tidak hanya bagi orang normal, pendidikan juga merupakan hak bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya (Kustawan Dedy, 2013)Untuk menempuh pendidikan, dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2016 ditetapkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikut sertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun”. 

    Sebagai upaya mewujudkan program pendidikan tanpa diskriminasi adalah pendidikan inklusif. Dalam Pasal 10 a UU 8/2016 menjelaskan bahwa “penyandang memiliki hak atas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada semua satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”. 

    Pada dasarnya proses menuju pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus sudah berlangsung sejak lama. Pada tahun 2002 pemerintah resmi melakukan uji coba dalam implementasi inklusif. “Pendidikan inklusif diartikan secara luas dalam konteks  kultur sekolah yang menekankan pada sekolah, kelas dan struktur kurikulum yang dapat diterima anak dengan optimal” (Yusuf Munawir, 2018)Terkait dengan pendidikan inklusif telah diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang (selanjutnya disebut PERMENDIKNAS 70/2009) yaitu “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya“.

    Pendidikan inklusif bertujuan agar semua anak mendapatkan  pendidikan yang bermutu serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan  tanpa diskriminasi (Kustawan Dedy, 2012).  Pendidikan  inklusif merupakan peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berhasil dalam belajar. 

    Dari paparan bisa dimaknai dengan adanya pendidikan bagi anak bekebutuhan khusus bermaksud agar memperoleh pendidikan yang bermutu sama seperti anak normal pada umumnya. Program pendidikan inklusif diharapkan memberikan layanan pendidikan yang mampu menyamaratakan hak atas pendidikan dan memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. 

    Pada kenyataannya perhatian pemerintah dalam hal pendidikan inklusif masih belum menunjukan perubahan yang signifikan. Dalam pelaksanaanya  hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal, salah satunya adalah dalam hal pemerataan terkait dengan ketersediaan pelayanan pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Karena masih banyaknya anak usia sekolah yang belum bisa mendapatkan pendidikan hal ini yang membuat masalah pemerataan pendidikan belum maksimal. Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan masih banyak sekolah yang belum menyediakan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, kalaupun ada itupun masih minim.

    Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sesuai dengan Pasal 6 PERMENDIKNAS  70/2009, menyatakan: “Pemerintah Kabupaten/kota menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik”.  Pemerintahan Kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang di tunjuk Pemerintah dan pemerintahan provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif”.
     Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dalam Pasal 4 PERMENDIKNAS  70/2009  : “Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan, dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1. Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota dapat menerima peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1”.

   Dalam mempermudah layanan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus di jelaskan dalam Pasal 10 PERMENDIKNAS  70/2009  bahwa : 

“Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang pembimbing khusus. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga pendidik pada kesatuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu dan menyediakan tenaga pendidik khusus bagi satuan pendidik penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenanganya”. 
Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 41   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kopetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”.  Kota Surabaya merupakan salah satu kawasan yang telah menyelenggarakan program pendidikan inklusif di Provinsi  Jawa timur. Payung hukum yang dipakai Kota Surabaya dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur . 

    Pada tahun 2016 jumlah anak berkebutuhan khusus pada usia sekolah di Kota Surabaya sebanyak 5.735 anak sesuai jenjang pendidikan yang akan dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
 Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Khusus Usia Sekolah   di Kota Surabaya Tahun 2016
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          Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya 2016
Jumah data sekolah pada tingkat SD sampai SMA/SMK sekolah inklusi di Surabaya sebagai berikut :

Tabel 1.2 
Perbandingan Jumlah Sekolah Pada Tingkat SD-SMA/SMK dengan Sekolah Inklusif di Surabaya tahun 2016
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   Jumlah sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusif di Kota Surabaya cukup banyak. Dari tabel diatas jumlah peserta didik pada usia 16-18 tahun dengan jumlah 2.228 akan tetapi jumlah sekolah  pada usia tersebut yaitu tingkat SMA/SMK di Surabaya masih sedikit. Pada tingkat SMA/SMK  Terdapat 4 sekolah inklusi yaitu SMA 2 sekolah dan SMK 2 sekolah. Sekolah tingkat SMA/SMK yang menyelenggarakan program  pendidikan inklusif di Kota Surabaya akan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.3 
Sekolah Tingkat SMA/SMK yang Menyelenggarakan  Program Pendidikan Inkusif
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Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2016

    Semakin meningkatnya jumlah penyandang disabilitas saat ini masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah Republik Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab setelah perpindahan wewenang dari kota/kabupaten ke provinsi yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU 23/2014. Sebelum ditetapkannya UU 23/2014 penyelenggraan program pendidikan inkluif tingkat SMA/SMK masih dibawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
    Peneliti melakukan penelitian ini hanya pada SMA saja, dikarenakan  SMA adalah jenjang sekolah yang dapat memberikan bekal bagi peserta didik untuk melanjutkan/mempersiapkan peserta didiknya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Lain halnya dengan SMK yang merupakan  jenjang sekolah yang membakali peserta didiknya untuk siap bekerja dan siap untuk mandiri. 

   Berdasarkan hasil  wawancara dengan ibu Klara selaku staff pengawas PK-PLK Cabang Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur Wilayah Surabaya  Dari beberapa sekolah tingkat SMA yang menyelenggara pendidikan inklusif di Surabaya terdapat 2 sekolah yaitu SMAN 8 surabaya dan SMAN 10 Surabaya dan keduanya merupakan sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara ibu Dwi Astuti selaku Direktur Inklusif di SMAN 10 Surabaya  dan ibu Ligawati selaku Kepala Sekolah SMAN 8 Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara di kedua sekolah tersebut SMAN 10 Surabaya yang paling banyak menerima peserta didik. Pada tahun 2018 peserta didik berkebutuhan khusus di SMAN 10 Surabaya  berjumlah 17 anak dengan hambatan tuna rungu, tuna daksa, slow leaner, autis, dan  tuna netra.  sedangkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMAN 8 Surabaya berjumlah 10 siswa yang terdiri dari Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dengan hambatan tuna netra, tuna daksa, dan lambat belajar. 

    Dalam penelitian ini  peneliti melakukan penelitian di SMAN 10 Surabaya dan SMAN 8 Surabaya yang hanya berfokus pada pengawasan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian awal peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan  penyelenggara pendidikan inklusif SMAN 10 Surabaya sudah memiliki Guru Pendamping khusus (GPK) yang berjumlah 4 0rang. Sedangkan, di SMAN 8 Surabaya meskipun telah ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMAN 8 Surabaya sampai saat ini masih belum memiliki Guru pendamping khusus (GPK). Dalam pelaksanaanya SMAN 8 Surabaya masih mengoptimalkan guru biasa dalam mengarahkan dan membimbing anak berkebutuhan khusus. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PEMENDIKNAS 70/2009 yang menyebutkan bahwa “Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang pembimbing khusus”. 

    Berdasarkan uraian diatas memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat judul Kendala Pengawasan Dinas Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA Kota Surabaya. Terdapat dua rumusan masalah yang  dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:
1. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya? 
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya ? 
    Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya. dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan terhadap  penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya.

    Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan Pengawasan Dinas Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA  Kota Surabaya adalah kajian teoritik mengenai pengawasan,tujuan pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, dinas pendidikan dan peran, serta tugas dan fungsinya, pendidikan inklusif,fungsi dan tujuan pendidikan inklusif dan Para pihak dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, Yaitu “pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi  di masyarakat, pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum”. (Zainudin Ali, 2014)Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya. dan upaya sekolah penyelenggara dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya.
 Data yang dikumpulkan berupa wawancara terhadap informan, visualisasi berupa gambar dan bukan angka-angka. Sehingga, data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

      Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan terkait kendala pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya.     
     Teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait kendala pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Kota Surabaya dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif  di SMA Kota Surabaya sebagai berikut;                    
1.  Wawancara;

2.  Dokumentasi.

Teknik pengolahan data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu:

1.  Reduksi Data;

2.  Penyajian Data;

3.  Penarikan Kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kendala yang Dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dalam Melakukan Pengawasan Program Pendidikan Inklusif
Pengawasan mengenai program penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pengawas bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan aturan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMENDIKNAS 70/2014 menyebutkan bahwa:

1. “Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

2. “Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.”

    Mengenai pengawasan terhadap program pendidikan inklusif juga diatur dalam Pasal 12 PERMENDIKNAS 70/2014 menjelaskan bahwasanya “Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya.” Berdasarkan hasil wawancara dalam melakukan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN Surabaya Dinas Pendikan Provinsi Jawa Timur  mengalami beberapa kendala internal dan eksternal antara lain :

1. Kendala internal 

Pelaksanaan pengawasan terhadap pendidikan inklusif di kota Surabaya memiliki beberapa kendala secara internal sebagai berikut :
a. Kurangnya Pemahaman Pengawas Terhadap Tugas dan Fungsinya Sebagai Pengawas Program Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum di pahami sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah regular dalam rangka give education right  dan kemudahan access education and againt discrimination (Sunardi, 2009).

Pendidikan inklusif cenderung dipresepsi sama dengan integrasi sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam pelaksanaanya pengawas cenderung belum mampu bersikap   proaktif dan intens untuk memberikan sosialisasi aktif dan menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada semua sekolah yang melanggar aturan perundang -undangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yakni banyak laporan dan complain orang tua, karena menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan, korban bullying  dan tindakn premanisme di sekolahnya.

b. Jumlah Tenaga Pengawas Yang terbatas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Klara selaku staff pengawas PK-PLK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di bagian wilayah Surabaya memiliki jumlah pengawas sebanyak 21 orang. Jumlah pengawas tersebut tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang harus diawasi karena tidak hanya sekolah SMA/SMK inklusif saja yang di awasi tetapi seluruh SMA/SMK wilayah Surabaya yang hahus diawasi dengan jumlah 315 sekolah SMA/SMK. 

Bahwasanya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di seluruh satuan pendidikan se-Kabupaten/ Kota thususnya Surabaya terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan.  Berdasarkan hasil wawancara Diantara kendala tersebut adalah kurangnya jumlah tenaga pengawas yang ditugaskan untuk pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusi di satuan pendidikan tingkat SMA.

Kurang maksimalnya peran pengawas dalam menjamin,untuk memenuhi hak-hak peserta didik berkebutuhan khusus akan terus terjadi. Pasalnya, terbatasnya jumlah tenaga pengawas masih jauh dari ideal sesuai dengan jumlah sekolah yang diawasi saat ini yaitu 315 sekolah SMA/SMK. Menurut ibu Klara selaku Staff Pengawas PK-PLK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagian Wilayah Surabaya  idealnya 1 orang pengawas mengawasi 7 sekolah, sementara saat ini Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki 21 tenaga pengawas yang mengawasi 315 sekolah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan  provinsi jawa timur yaitu supervisi akademik dan managerial yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan sesuai standar nasioanal pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan didaerah khusus di setiap sekolahan. 

Dampak dari kurangnya tenaga pengawas selain menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi tenaga pengawas juga berdampak pula pada lemahnya koordinasi. Sehingga, pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan teknis juga tidak bisa diberikan secara maksimal sehingga percepatan perbaikan pada temuan dan tindak lanjut juga tidak akan bisa tercapai dengan baik.
c. Anggaran

Kota Surabaya memiliki 315 sekolah SMA/SMK yang harus diawasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di bagian koordinator wilayah Surabaya. Mengingat setiap sekolah yang tersebar di Kota Surabaya pastinya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dibagaian Koordinator Wilayah Surabaya ini juga perlu biaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagian Koorditar wilayah Surabaya pada tahun 2020 hanya memiliki 21 anggota pengawas. Jarak sekolah yang ditempuh juga lumayan jauh, hal ini pasti juga merupakan pertimbangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dibagaian Koordinator Wilayah Surabaya dalam melakukan pengawasan, yaitu transportasi dan hal-hal tak terduga yang akan dialami dinas dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan ini dilakukan dua tahapan dalam waktu setahun. Tahan pertama hal yang diawasi adalah mengenai pemeriksaan pertama dan pembinaan dan tahap kedua adalah melakukan pemeriksaan ulang atau lanjutan dan pembinaan. Setiap pengawas harus melakukan pengawasan menuju sekolah satu ke sekolah yang lain sebanyak 2 kali dalam waktu satu tahun. Oleh sebab itu, adanya anggaran untuk pengawas ini tentunya sangat penting untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan yang dlakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dibagaian Koordinator Wilayah Surabaya.

2. Kendala eksternal

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan mengalami beberapa kendala eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di SMAN Surabaya antara lain:

a. Kurangnya Koordinasi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dengan Penyelenggara Pendidikan Inklusif
Koordinasi pendidikan “inklusif di SMAN Surabaya tidak terjadi secara mulus seperti apa yang diharapkan. Ada permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif dalam hal koordinasi. Koordinasi sangat penting dilakukan untuk menjadikan sekolah yang maju dan mempunyai banyak relasi. Dengan banyaknya relasi yang dimiliki sebuah lembaga maka dapat membantu terlaksanakannya pendidikan di dalamnya.

Pada  kenyataanya  dalam hal koordinasi   antara SMAN 10 dan 8 Surabaya dengan dinas   mengalami  beberapa  permasalahan antara lain masih kurang maksimalnya kerjasama  yang terjalin baik antar dinas. Berdasarkan hasil wawancara di SMAN 8 Surabaya bahwa dalam hal kerja sama dengan dinas yaitu berupa pengajuan alat serta pemberian pelatihan pelatihan yang diadakan setahun sekali kepada guru.  Kerjasama  belum  begitu  maksimal, beberapa kali SMAN 8 Surabaya mengajukan terkait  GPK  akan  tetapi,  belum  ada  juga  GPK  yang  datang  ke sekolah.  Padahal, adanya  GPK  sangat  diharapkan  di  sekolah. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009 bahwa “Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif”.

Pernyataan lain terkait permasalahan kerjasama juga disampaikan ibu Dwi astuti selaku Direktur inklusif di SMAN 10 bahwa “Kerjasama yang terjalin juga belum maksimal. kerja  sama  dengan  dinas  yaitu adanya  pelatihan  yang  diberikan  setiap  setahun  sekali,  dan pengadaan  alat  untuk  anak  berkebutuhan  khusus  serta  pengajuan menambah GPK yang sampai saat ini belum pernah datang” ke sekolah.

Dalam pelaksanaan pengawasan untuk koordinasi antara pengawas dari dinas dengan kepala sekolah  dalam penyusunan perencanaan program supervisi belum maksimal. Alasannya karena belum adanya koordinasi; antara lain belum sepenuhnya pengawas  memahami tentang pelaksanaan supervisi akademik dan kurangnya komunikasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan supervisi. Dalam suatu penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan adanya suatu koordinasi yang baik khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif khususnya di wilayah Surabaya. Dengan adanya koordinasi yang baik nantinya tidak ditemukan kendala-kendala dimasing-masing pihak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi

Dalam melakukan pengawasan yang profesianal, efektif, dan efisien pengawas harus menguasai sejumlah kompetensi meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi managerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan dan kompetensi sosial. Diharapkan dalam pelaksanaanya pengawas mampu bersikap   proaktif dan intens untuk memberikan sosialisasi aktif dan menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada semua sekolah yang melanggar aturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif .
b. Tidak Adanya Penegakan Sanksi   
Dalam UU Nomor 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 43 ayat (3) dijelaskan bahwa :

“penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administrative berupa: 

a. Teguran tertulis;

b. Penghentian kegiatan pendidikan;

c. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan”.

Persoalan sejauh ini penegakan sanksi masih belum dilaksanakan  karena Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur  masih belum bisa mengawasi semua norma norma pendidikan karena terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selama ini belum pernah mendapat laporan mengenai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak menyediakan akomodasi yang layak .

Upaya yang Dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Pengawasan Mengenai Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  

1. Supervisi Rutin
    Dalam upaya meningkatkan Pengawasan Program pendidikan inklusif  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan pembinaan dan pengawasan langsung secara rutin dua bulan sekali untuk melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik, maupun  managerial berupa kegiatan pemantauan, penilaian terhadap program penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA/SMK di Surabaya. Diharapkan dalam melakukan supervisi rutin dapat meningkatkan serta memperbaiki mutu pendidikan  secara kesuluruhan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang menjadi binaanya. 

2. Melakukan Supervisi Klinis 
   Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pengawasan agar mendapatkan hasil yang optimal bagi semua pihak, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pihak penyandang disabilitas maupun pihak penyelenggara Pendidikan Inklusif. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah dengan melakukan supervisi klinis.

     Menurut ibu Klara pelaksanaan supervisi klinis dilakukan bukan dalam kontek mencari kesalahan dan kelemahan guru yang disupervisi melainkan keduanya menganalisis proses pembelajaran yang telah dirancang dan disepakati, kemudian dicarikan alternative permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran tersebut kemudian ditingkatkan lagi kualitasnya.

    Supervisi klinis ini mekanismenya adalah pendekatan dengan memberikan bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi tetapi lebih menciptakan hubungan manusiawi, agar dalam pemberian supervisi terjadi suasana yang penuh kehangatan, kedekatan dan saling terbuka. Tingkah laku yang ditunjukan merupakan satuan yang terintegritas, sehingga supervisi dapat melihat kemampuan dan ketrampilan apa yang secara spesifik harus diperbaiki. Menurut ibu Klara tujuan dilaksanakanya supervisi klinis adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru : “secara umum supervisi klinis bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan keterampilan mengajar guru dikelas agar dalam pembelajaran guru dapat membantu memecahkan masalah dalam pembelajaran”.

   Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  juga melakukan penyuluhan dan pembinaaan  tentang implementasi pendidikan inklusif kepada semua pihak terkait. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini informasi mengenai implementasi pendidikan inklusif dapat tersampaikan dan tersebar dengan baik.

3. Melakukan Penambahan dan Memaksimalkan Fungsi Pengawas
   Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menambah tenaga pengawas. Hal ini dilakukan guna dapat memaksimalkan fungsi pengawasan dalam menjamin terselenggaranya program pendidikan inklusif. Berdasarkan wawancara dengan ibu Klara selaku Staff Pengawas PK-PLK   penambahan jumlah pengawas dilakukan agar lebih optimal dalam memantau sekolah-sekolah dalam memenuhi hak-hak peserta didik berkebutuhan khusus. Tenaga pengawas ini sebagai upaya dalam menjamin dan mensejahterakan peserta didik berkebutuhan khusus. Jika nantinya ditemukan kekurangan atau pelanggaran pengawas akan segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

    Sejauh ini jumlah rasio pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang harus diawasi. Berdasarkan hasil wawancara  ibu Klara dalam melakukan pengawasan satu orang pengawas idealnya mengawasi 7 sekolah dan saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah tenaga 21 orang untuk mengawasi 315 sekolah menengah dan kejuruan di kota Surabaya jumlah pengawas tersebut tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang diawasi. Harusnya jika satu orang pengawas memiliki kewajiban mengawasi 7 sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus menambah tenaga pengawas sebanyak dua puluh empat dengan jumlah keseluruhan 45 tenaga pengawas agar dalam pengawasan dapat maksimal.

    Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur juga melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar dalam pelaksaanya dapat maksimal. Berdasarkan data digital Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan dan ada 315 sekolah SMA/SMK yang terletak di setiap kecamatannya. Fakta tersebut menunjukan bahwa Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya mengeluarkan banyak biaya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut.
PENUTUP

Kesimpulan
Hasil yang didapatkan adalah :

1. Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu kendala internal dan eksternal, kendala internal antara lain jumlah tenaga pengawas yang terbatas, anggaran, belum semua pengawas memahami peran dan fungsinya sebagai pengawas sekolah inklusif. Kendala eksternal antara lain kurang koordinasi antara dinas dan sekolah penyelenggara inklusif, tidak adanya penegakan sanksi.

2. Upaya yang dilakukan Dinas untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan melakukan supervisi rutin, supervisi klinis dan menambah jumlah pengawas dan memaksimalkan tugas dan fungsi pengawas.
Saran

   Saran berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dalam suatu penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan adanya suatu koordinasi yang baik khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Surabaya. Dengan adanya koordinasi yang baik nantinya tidak ditemukan kendala-kendala dimasing-masing pihak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menambah guru pendamping khusus mengingat di SMAN 8 Surabaya belum memiliki guru-guru pendamping khusus. Diharapkan mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru pendamping dari peserta didik berkebutuhan khusus yang mempunyai kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat memberikan dampak yang baik.

2. Bagi Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diharapkan menyusun laporan kinerja selengkap mungkin secara transparan dan akuntabel atau terukur sehingga dapat dipahami dengan jelas input, proses dan output yang dilengkapi dengan analisis swot sehingga menjadi analisis dan evaluasi yang komprehensif.
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1 SD/MI 361 515 876 68
2 SMP/MTS 63 304 367 22
3 SMA/MA 23 141 164 2
4 SMK 10 93 103 2
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